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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATT JEPARA 

NOMOR {a, TAHUN 2009 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 67 TAHUN 20O8 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANA DAERAH 
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI JEPARA, 

a. bahwa administrasi peryerahan hasid kegiatan yang 
ibiayal dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2009 mergalami perubahan yaitu 
dari peryerahan basil kegiatan menjadl lap0ran hasil 
kegiatan, sehingga pertu dilakkan perubahan atas 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Deerah Kabupaten Jepara Tahun 2009, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu dirtetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerahr-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggar&an Negara Yang Bersih dan Bebas dart 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Narmor 4286), 

4. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perun0dang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400) 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kea 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Namnor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Udang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Ngmor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438), 

9, Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnor 49, Tambahn 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) 

L.Peraturan Pemerirtah Nomnr 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubuie 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tetang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 594); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Barang Mk Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4855); 

I4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 
2003 tentang Pedoman pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Namor 120), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/lasa 
Pemerintah; 

I5.Peraturan Menter Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter] 
Dalam Negeni Nomr 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Peraturan Menteri Dalamn Megen Nmor 13 Tahu 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

16.Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, 
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7.Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

18.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2001 
tentang Retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2001 Nomor 20) 

19.Pereturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 3); 

20.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahu 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang MIIk 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 

21 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretaniat Dewan Perwakiln Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 6) 

22.Peraturan Deerah Kabupaten Jepara Nomor 9 1ahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2008 Nomor 9, Tanbahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 7) 

23.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepar Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8); 

24.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pollsi 
Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Namor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9) 

25.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daeral 
Kabupaten Jepar Tahu 2008 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10), 

26.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pererintah 
Kecamatan dan Keturahan Kabup@ten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepar% Tahun 2008 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
11); 

27.Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahu 2008 tentang 
Pedoman Pelaksanean Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 (Berta Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Narmor 334) 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN, 

PERATURAN BUPATT TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATT JEPARA NOMOR 67 TAHUN 2008 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara 
Taun 2009 (Benita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 
Nomor 334), diubah sebagai berkut : 

1. Lampiran BAB DX.F ubah, sehingga keseluruhan hurut F 
berbumyi sebagai berikut: 

F. LAPORAN HASIL KEGIATAN 

L. Selambat-larbatya tanggal 31 Desember 2009 
semua kegiatan baik fisik maupun non fisilk yang 
bersumber dani Pemerintah Pusat (Dana Alokas 
Umum, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Luar Negeri), 
Pemerintah Propinsi (Bantuan Keuangan Propinsi) 
dan dana yang dihimpun dani masyarakat luas 
(Pendapatan Asli Daerah) harus sudah selest 
100 % (seratus prosen) balk fisik, administrasi 
maupun keuangannya dan harus segera dilaporkan 
kepada Bupati Jepara selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) bani setelah peryerahan kegiatan dar 
Penyedia Barang/Jasa. 

2. Kegiatan fsite maupun non fisik yang telah selesal 
100 % (seratus prosen) harus dilaporkan kepada 
Bupati Jepara dengan Berita Acara, tembusan 
kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Jepara 
aporan kegiatan dimaksud bisa $eger% dilakukan 
tanpa harus menunggu sampai berakhirnya tahun 
0nggaran bersangkutan, tetapi bisa langsung 
dilaporkan setelah barang tersebut selesaif 
dilaksanakan 100 (seratus prosen) balk figik 
maupun administrasinya. 

3. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikar 
beberapa hal sebagai berikut ; 

a). Pencatatan pembukuan inventarisas Aset 
berdasarkan Standart Auntansi Pemerintahan 
(SAP') dikenal adanya Kebijakan Kapitallsasi Aset 
Tetap yaitu penentuan nilai pembukuan 
terhadap semua pengeluaran untuk memperoteh 
Aset Tetap hingga siap pakai, untuk 
meningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau 
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b). Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten 
Jepara merekapitulasi laporan hasil kegiatan dart 
Pengguna Anggran untuk dimasukkan dala 
Neraca Aset/Daftar nventarisasi Aset 

c). Laporan hasil kegiatan agar dilampiri salinan 

1). Perjanjian/kontrak kerja. 
2). Surat Perintah Mulal Ker]a ($PMK). 
). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari 

Penyedia Barang/asa. 
4). Benita Acare Penerimaan Barang oleh 

Bendahara Barang untuk kegiatan-kegiatan 
pengadaan barang. 

5). Untuk kegiatan-kegiatan non fisilk dilampirl 
dengan laporan hasit kegiatan, 

6).Lap0ran hasit kegiatan disusun berdasarkan 
contoh format terlampir. 

Pasal Il 

Peraturan ini mulat ber aku pada tanggal diundangkan. 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Benita Daerah Kabupaten Jepara 

eNDR0 MARTOJO 

Diundangkan di epara 
pada tanggal a 0ecol8er ace, 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

SHOLIH 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN A-48NOMOR 3g 

• 
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$ Kh$us korom untuk beranja Fnq m

z. bom 2 dtiiei6 bdanja, frbl beraiia oelMi, b€ranja badRq dan jas,

3. tu om 3 diGl nnclan belania

anja mond (jikn .da)
6. Koom 6 diisrt hun p€mbuaLn uinn b€ranja modar
7. Ko om 7 di6r med( / tyF b3Enq

10, Ko m 10 di6rjumrah b3u ns

IPBD, DA& INCU3, PUSA' dII
14. Koom 12dits keb6ngan miersir anq9a6ny.dlb damb atau dir€mba rrrn

Keterangan 
coret yang tidak perdu 
Khusus kolorn untuk belanja yang masuk sebagai kriteria aset tetap 

• Kolom 1 disl no urut 
2. Kolom 2 diisl jenis belanja, misal belanja pegawai, belanja bareng dan jasa, 

dan belanja modal 
3. Kolom 3 dist rincian belanja 
4. Kolom 4 disl nilai barang 
5. Kolom 5disinama barang untuk belanja modal (ika ada) 
6. Kolom 6 disl tahun pembuatan untuk belanja modal 
7. Kolom7 diisl merk / type barang 
8. Kolom 8 disl ukuran barang 
9. Kolom 9 disl lokasi penggunaan barang 
10. Kolom 10 diisl jumlah barang 
11. Kolom 11 diisl harga barang per unit 
12. Kolom 12 diis total harga baang 
13. Kolom 11 disl sumber dana, misal APBD, DAK, INGUB, PUSAT, di 
14. Kolom 12 disl keterangan misal sisa an19gar3a0yangb diambil atau dikembalikan 

ekas daerah 

BUPATT JEPARA, 

04 - HENDRO MARTOO 


